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BAB I  
 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Tujuan nasional yang merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia, 
adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial
1
. Tujuan nasional tersebut dapat 
tercapai dengan menyelenggarakan upaya pembangunan yang 
berkesinambungan, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. 
Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus 
diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan 
kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem 
kesehatan yang berpihak pada rakyat.
2
 Setiap orang berhak atas kesehatan, 
hal itu bukan hanya sebagai sebuah semboyan atau kata-kata yang indah 
yang tertempel pada setiap sudut tempat pelayanan kesehatan, namun lebih 
dimaknai sebagai tanggung jawab yang harus diemban oleh negara agar 
dapat mewujudkan pemenuhannya secara prima kepada setiap warga 
negaranya tanpa terkecuali.  
Hak atas kesehatan dimaknai bahwa setiap orang memiliki kebebasan 
dan hak-hak kongkrit yang dijamin oleh beragam ketentuan perundang-
undangan. Pentingnya hak atas kesehatan tersebut secara tegas dijamin 
dalam Pasal 12 Kovenan Internasional hak ekonomi, sosial dan budaya 
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 Pembukaan UUD 1945 Alinea IV 
2
 Sistem Kesehatan Nasional ( SKN ) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap 
langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih jauh lihat 
Sistem Kesehatan Nasional : Bentuk dan Cara Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan 
diterbitkan Departemen Kesehatan 2009, tapi dalam praktek menurut  Prof  Dr Azrul Azwar, 
sistem kesehatan nasional yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat 
miskin. Bandingkan dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan.   
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yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2005, yang 
intinya mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang 
dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mental. 
Pasal 28 A UUD 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup 
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” yang kemudian 
ditegaskan kembali dalam Pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan.
3
 Kesehatan ini tidak bersifat kesehatan fisik semata, namun 
merupakan kesehatan yang bersifat menyeluruh (holistic), yaitu kesehatan 
jasmani dan rohani, karena kesehatan juga merupakan salah satu faktor 
penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Jaminan Negara terhadap hak 
atas kesehatan warganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
menyebutkan bahwa: Setiap orang mempunyai hak hidup layak, baik 
dalam kesehatan pribadi maupun keluarganya termasu untuk mendapatkan 
makanan, pakaian, perumahan dan pelayanan sosial lainnya yang 
diperlukan, sehingga dikatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu 
kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan dan pendidikan 
dan merupakan salah satu dari hak dasar sosial (the right to health care) 
dan hak individu (the right of self determination) yang harus diwujudkan 
dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman berkualitas dan 
terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya 
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan 
dengan berasaskan pada perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, 
perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender 
dan non diskriminatif dan norma-norma agama.
4
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 Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28 H ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 
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 Pasal 2 Undang Undang Nomer 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan 
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Salah satu masalah utama yang terkait dengan kesehatan adalah 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh dokter bersifat pertolongan atau bantuan yang 
dilakukan karena ada rasa kepercayaan pasien terhadap seorang dokter. 
Tanpa adanya rasa percaya tersebut, maka mustahil upaya pertolongan 
yang diberikan seorang dokter kepada pasiennya akan memperoleh hasil 
yang maksimal. 
 Seorang dokter pada saat menjalankan tugas profesinya, senantiasa 
akan berupaya memberi pertolongan semaksimal mungkin demi 
keselamatan pasiennya, karena keselamatan pasien merupakan suatu hal 
yang utama bagi dokter (solus aegroti salus suprema lex). Pemberian 
pertolongan pada seorang pasien ini merupakan suatu kewajiban seorang 
dokter, sebagaimana sumpah seorang dokter yang terdapat dalam sumpah 
Hippocrates
5
. Sumpah Hippocrates ini yang dipakai sebagai pedoman 
dasar bagi dokter sampai saat ini. Demikian pula menurut pendapat Imam 
Al Gazali yang menyatakan bahwa mengobati orang sakit adalah Fardhu 
Kifayah 
6
. Hal mana juga dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran 
Indonesia (KODEKI) yang mewajibkan dokter bersumpah untuk 
membaktikan diri bagi kemanusiaan.  
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 Hippocrates ( dalam bukunya Epidemics ), “ declare the past, diagnose the present, 
foretell the future. As to the diseases, make a habit of two things – to help, or at least “ premium 
non nocare “ ( to do no harm ) lihat juga Catherine Tay Swee Kian, 2001,  Medical Negligence 
Get The Law on Your Side, Singapore; Time Book International, hlm 28  (sebagian Sumpah 
Hippocrates ini jika diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia)adalah: Atas nama Tuhan saya 
bersumpah bahwa saya akan menerapkan cara pengobatan untuk kepentingan pasien sesuai dengan 
penilaian dan kemampuan saya, dan saya akan mencegahnya dari bahaya dan salah pengobatan. 
Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun 
meskipun telah diminta untuk itu. Begitupun  saya tidak akan melakukan pengobatan kepada 
wanita yang merupakan perbuatan aborsi. Kerumah siapapun yang saya kunjungi, saya akan 
datang untuk kepentingan pasien tanpa ada maksud-maksud yang tidak layak, tidak layak 
melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria, baik yang merdeka maupun  budak. Apa yang 
saya lihat dan dengar sewaktu saya melakukan pengobatan atau diluar pengobatan dalam 
hubungan dengan kehidupan manusia saya akan tetap menjaga kerahasiaannya.         
6
 Bahar Azwar, Sang Dokter , Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm 2, yang dimaksud 
sebagai fardhu kifayah dalam korelasi pelayanan kesehatan adalah status hukum dari suatu 
aktifitas dalam praktik dokter yang wajib dilakukan, namun apabila sudah dilakukan oleh dokter 
yang lain maka kewajiban ini gugur.   
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Keistimewaan dari kelompok profesi dokter ini tumpuan utamanya  
terletak pada integritas etik, yang tercermin melalui dedikasinya terhadap 
perilaku etik, seperti menghargai hak orang lain (dalam hal ini pasien)
7
. 
Landasan etik inilah yang merupakan dasar kepercayaan masyarakat, 
khususnya pasien sehingga membuat profesi dokter mempunyai status 
sosial yang tinggi di masyarakat. Dokter sebagai anggota profesi yang 
mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan 
dan kemandirian yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dibawah 
panji kode etik kedokteran. Kedudukan dokter selaku profesional
8
 
dibidang medis mempunyai peran aktif dalam pelayanan  medis, 
sebaliknya pasien sebagai penerima layanan medis mempunyai penilaian 
terhadap penampilan serta  mutu pelayanan medis yang diterimanya. 
Pada awalnya hubungan dokter dan pasien didasarkan pada hubungan 
paternalistik
9
. Hubungan paternalistik ini merupakan pola hubungan   yang 
didasarkan pada adanya rasa kepercayaan (fiduciary relationship) antara 
pasien kepada seorang dokter. Pola hubungan yang didasarkan pada 
kepercayaan ini diartikan bahwa seorang pasien akan menyerahkan 
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 Pitono Soeparto, et.al ( edit ), Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Airlangga 
University Press, Surabaya, 2006,  hlm.133 
8
 Parson  dalam  D. Veronika komalasari , 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktik 
Kedokteran, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.20, ciri-ciri Profesi antara lain (1)  
9
 Pola hubungan paternalistik, yaitu dokter dianggap akan berupaya semaksimal mungkin 
untuk menyembuhkan pasien, seperti seorang bapak yang baik yang akan berbuat apa saja untuk 
kepentingan anaknya. Pasien diharapkan akan bertindak sebagai anak yang patuh dan percaya 
bahwa dokter akan bertindak sebagai bapak yang baik. Doktrin inilah yang dulu tertanam di dalam 
pikiran seorang pasien. Pola hubungan vertikal yang melahirkan sifat  paternalistik sang pengobat 
terhadap si sakit ini mengandung baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif 
pola vertikal yang melahirkan konsep hubungan paternalistik ini sangat membantu si sakit dalam 
hal si sakit awam terhadap penyakitnya. Sebaliknya dapat juga timbul dampak negatif apabila 
tindakan sang pengobat yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan si sakit 
itu merupakan tindakan-tindakan sang pengobat yang membatasi otonomi si sakit, yang menurut 
sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia telah ada sejak lahirnya. Hermien 
Hadijati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran : studi tentang Hubungan Hukum Dalam Mana 
Dokter sebagai Salah Satu Pihak, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hlm.37. Pola hubungan 
demikian diidentik dengan pola hubungan vertikal dimana kedudukan dokter dengan pasien tidak 
sederajat, pasien menyerahkan nasib sepenuhnya kepada dokter yang merawatnya. James F. 
Childerss, 1989, Prioritas-prioritas dalam Etika Biomedis, Cetakan Pertama, Penerbit Kanisius, 
Yogyakarta, hlm.17. Apabila dianalogi ini diterapkan pada pelayanan kesehatan, dokter dipandang 
sebagai orang tua yang memperlakukan pasien sebagai anak kecil yang tidak diizinkan untuk 
menentukan kesejahteraannya sendiri ataupun cara pencapaiannya. 
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sepenuhnya  pengobatan terhadap tubuhnya yang sakit itu  pada seorang 
dokter, dengan anggapan dan harapan bahwa dokter tersebut akan 
memberikan bantuan yang terbaik demi kesembuhannya. Hubungan 
dengan pola paternalistik ini membuat seorang pasien pasrah dan 
menerima saja apapun yang dilakukan dokter atas tubuhnya. Sikap pasrah 
pasien tersebut bahkan berlanjut pada adanya akibat dari pengobatan yang 
dilakukan dokter. Sikap pasrah tersebut tercermin bila  ternyata pasien 
menjadi cacat atau bahkan meninggal dunia, maka hal itu akan dianggap 
sebagai suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu 
dahulu jarang terdengar ada seorang pasien atau keluarganya, 
menyalahkan bahkan menuntut seorang dokter yang merawat dan 
menanganinya.  
Seiring dengan adanya perkembangan jaman, kemajuan ilmu 
pengetahuan serta  tehnologi,  membuat  hubungan dokter dan pasien yang 
semula sebagai  hubungan yang berpola paternalistik berubah menjadi 
hubungan yang berpola horizontal kontraktual. Berdasarkan pola 
hubungan horizontal kontraktual, maka dokter tidak lagi mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi dari pasiennya, melainkan pasien mempunyai 
kedudukan yang sejajar dengan dokter yang mengobatinya
10
. Hubungan 
yang sederajat ini sebenarnya merupakan pangkal tolak munculnya 
hubungan kontraktual antara dokter dan pasien. Hubungan kontraktual 
adalah suatu hubungan dalam mana para pihak (dokter dan pasien) 
bersama-sama sepakat untuk mengadakan hubungan, untuk saling 
memberi prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) di bidang pelayanan 
kesehatan. 
 Adanya pola hubungan horizontal kontraktual ini, mengakibatkan 
posisi dokter dan pasien masing-masing pihak berkedudukan sebagai 
subjek hukum yang saling terkait dalam pelayanan kesehatan. Dokter dan 
pasien sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan membentuk 
                                                          
10
 Ani Isfandyarie, 2005, Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, 
Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm.2. 
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suatu hubungan medik maupun hubungan hukum. Hubungan medik dan 
hubungan hukum yang dibentuk dokter dan pasien objeknya adalah berupa 
pemeliharaan kesehatan maupun pengobatan penyakit. 
Hubungan dokter dan pasien berupa pemeliharaan kesehatan maupun 
pengobatan penyakit tersebut, tentunya akan menimbulkan hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Adanya hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (dokter dan pasien) ini 
konsekuensinya juga akan menimbulkan pertanggungjawaban secara 
hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa antara dokter dan pasien 
terdapat hubungan hukum berupa suatu perjanjian atau persetujuan secara 
spesifik yang lazim disebut sebagai transaksi terapeutik
11
. Transaksi 
terapeutik bermakna sebagai persetujuan yang terjadi antara dokter dan 
pasien di bidang pengobatan yang mencakup bidang diagnostik, preventif, 
rehabilitatif, maupun promotif. 
 Transaksi terapeutik secara yuridis merupakan sebuah hubungan 
timbal balik antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara 
profesional berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan 
ketrampilan tertentu di bidang kedokteran. Transaksi terapeutik antara 
dokter dan pasien senantiasa berlangsung dalam suasana yang berubah-
ubah karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan 
pelayanan medis tersebut. Pelayanan medis sebagai bagian yang penting 
dalam seluruh sistem pelayanan kesehatan, khususnya merupakan bidang 
kerja para dokter yang tidak terlepas dari berbagai sektor kehidupan 
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 Transaksi terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka terapi, 
dalam hal ini terapi yang bukan hanya menyangkut kesehatan saja melainkan juga menyangkut 
semua aspek kesehatan yaitu menyangkut promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative.   
Istilah transaksi terapeutik dapat ditemukan dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia ( 
KODEKI ) yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomer 434/Men.Kes/X/1983 
tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mencantumkan tentang transaksi 
terapeutik sebagai berikut: yang diimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan hukum 
antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya ( konfidensial ) serta 
senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani. Oleh karena itu 
bersifat menjelaskan, memerinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik untuk 
melindungi dokter dan pasien. 
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manusia yang saling kait mengkait terlebih bagi Negara berkembang 
seperti Indonesia.
12
    
 Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola hubungan 
hukum dalam transaksi terapeutik yang terjadi adalah meningkatnya 
kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai 
pasien. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa dalam kedudukan 
sebagai pasien mereka memiliki hak-hak tertentu yang wajib dihormati 
oleh dokter. Pemahaman tersebut membuat pasien tidak lagi bersikap pasif 
menunggu dan mengiyakan tindakan pemeriksaan dan pengobatan apapun 
yang diberikan dokter kepadanya, namun pasien ikut serta menentukan apa 
yang terbaik bagi tubuhnya, sekalipun pemahaman pasien akan hak yang 
mereka miliki sering kali tidak direspon pihak dokter. 
Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa masalah yang dapat 
dijumpai di rumah sakit maupun di tempat praktik dokter pribadi yang 
berhubungan dengan pengabaian hak pasien : 
1. Seorang ibu yang dirawat di ICU (Intensive Care Unit) disalah satu 
rumah sakit swasta karena mengalami  “coma“ dan  sesak nafas, 
sehingga membutuhkan alat bantu nafas yang disebut dengan 
ventilator. Dimana dokter menjelaskan kegunaan alat tersebut dan 
resiko bila tidak menggunakan alat tersebut. Namun dokter tidak 
memberikan penjelasan mengenai sampai kapan serta berapa besar 




2. Pemberitahuan (informasi) tindakan medik yang dilanjutkan dengan 
persetujuan tindakan kedokteran (informed consent), di salah satu 
rumah sakit di Semarang sebagian besar diberikan dan ditandatangani 
oleh keluarga pasien (85%) meskipun pasien sudah dewasa dan dalam 
keadaan sadar
14
, hal tersebut sama dengan penelitian yang berkaitan 
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 Veronica Komalawati, hlm 1 
13
 Berdasarkan  wawancara dengan keluarga pasien di Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum  pada 
tanggal 15 Mei 2015 
14
 Sumber data : instalasi rekam medik RSU. Dr Kariadi Semarang.  
8 
 
dengan survei rekam medik yang dilakukan di salah satu rumah sakit 
swasta yang ada di kota Semarang yang menunjukkan bahwa informed 
consent sebagian besar ditandatangani oleh keluarga pasien.
15
 
3. Masalah-masalah yang dijumpai pada klinik dokter praktik bersama, 
seperti dokter tidak datang di tempat praktik tanpa pemberitahuan dan 
tidak menunjuk penggantinya, dokter memberikan resep obat tanpa 
bertanya apakah pasien tersebut punya alergi pada obat tertentu atau 
tidak, dokter masih asik bertelepon sementara di depannya sudah 
duduk seorang pasien yang harus segera dia diperiksa, dokter yang 
memberikan keterangan panjang lebar mengenai penyakit dengan 
memakai bahasa yang sebetulnya tidak dipahami oleh pasien, dokter 
yang tidak memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya 
lebih lanjut mengenai penyakitnya, karena dokter tersebut menganggap 
bahwa dia sudah menerangkan sedemikian rupa mengenai penyakit 
pasien.  
Demikian pula dengan munculnya kasus-kasus pengabaian maupun 
pengingkaran hak pasien lain yang pernah diberitakan media (baik surat 
kabar, majalah, maupun televisi) sebagaimana kasus:  
1. Marzuki dan Herawati, anak dan istri Hilyadi di Lampung Tengah 
mengadukan dokter karena mengakibatkan Hilyadi meninggal dunia 
setelah mendapatkan suntikan di Rumah Sakit Harapan Bunda Gunung 
Sugih Lampung Tengah.
16
   
2. Ratna Suminar mengadukan sebuah Rumah Sakit di Kota Cimahi Jawa 
Barat karena anaknya yang bernama Sepia Rizkiani 18 bulan 
mengalami kebutaan setelah mendapat infus di kening, padahal Ratna 
menolak pemasangan infus tersebut pada saat anaknya dirawat. 
17
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 Lihat : M.C. Inge Hartini, Membangun  Model Informed Consent Berdasarkan Budaya Hukum 
Indonesia,  disertasi Fakultas Hukum UNDIP,  2007, hlm. 6 
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 Kompasiana, 04/10/12 . diakses pada tanggal 14 juni 2015 
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 Tempo.com ,  18 Agustus 2014 , jam 05.45, diakses pada tanggal 14 Juni 2015 
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3. Harun, 35 tahun warga Bogor Jawa Barat mensomasi dokter dan 




4. Keluarga almarhum Wagiman Riyanto (60 tahun), yang mengadukan 
Rumah Sakit Daerah dr. Sobandi Jember karena tidak mau memberi 
penjelasan atas meninggalnya Wagiman.
19
 
5. FM (15 tahun) warga Banyumas mengadukan seorang dokter yang 
menyunatnya dengan ceroboh sehingga FM harus kehilangan alat 
vitalnya sepanjang 5 centimeter.
20
  
6. Keluarga almarhum Robinson Sitorus warga Pematang Siantar 
Sumatera Utara, yang mengadukan seorang dokter karena salah 




7. Dokter diadukan karena melakukan amputasi (pemotongan) jari 
telunjuk seorang bayi akibat pemasangan infus yang salah dan tanpa 
ada persetujuan tindakan medik.
22
   
Kasus kasus yang dikemukakan di atas merupakan sebagian kecil 
yang terungkap di masyarakat, karena sebetulnya masih banyak kasus-
kasus pelanggaran di bidang medik yang tidak terungkap, karena 
masyarakat menganggap bahwa kecacatan atau bahkan kematian itu 
merupakan takdir yang harus dijalaninya. Berikut ini beberapa contoh 
kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkaitan dengan 
pengingkaran terhadap hak-hak pasien khususnya hak untuk mendapatkan 
informasi agar dapat melakukan pilihan yang terbaik atas perawatan dan 
pengobatan yang dilakukan dokter terhadap pasiennya 
23
:  
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 Tempo.com, 30 Mei 2014, jam 14.34, diakses pada 14 Juni 2015 
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 Tempo.com, 3 Desember  2013, jam 19.37, diakses pada 14 Juni 2015 
20
 Tempo.com, 28  November 2013, jam 15.51, diakses pada 14 Juni 2015 
21
 Indosiar.com, 10 Pebruari    2014, jam 19.37, diakses pada 14 Juni 2015 
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 Indosiar.com, 10 April   20113, diakses pada 14 Juni 2015 
23
 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates ( Aspek Hukum Malpraktek Dokter ), PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung ,2005, hlm.86-92 
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1. Kasus Bolam v. Friern Hospital Management Committee (Inggris, 
1957) 
Kasus ini tentang seorang pasien yang menderita sakit mental dan 
bermaksud untuk melakukan terapi (ectro-convulsive therapy : terapi 
kejang listrik). Pasien menandatangani informed consent tanpa 
mengetahui resiko tindakan itu. Setelah terapi, pasien mengalami 
dislokasi sendi pinggul (bagian ujung tulang paha terlepas dari 
mangkuk sendinya) dan fraktur pelvis (pergeseran penghubung tulang 
pinggul) 
2. Kasus Slater v. Baker Stapleton (Inggris, 1767) 
Dalam kasus ini dokter dipersalahkan karena tidak mendapatkan 
informed consent dari pasiennya telah memisahkan callous dari suatu 
fraksi yang sebenarnya sudah mulai menyatu dan mulai sembuh. 
3. Kasus Schloendorff v. Society of New York Hospital (tahun 1914) 105 
NE 92,  
Seorang pasien bernama Mary E. Schloendorff datang ke rumah sakit 
karena merasakan sakit pada lambungnya. Dokter di rumah sakit 
berhasil mendeteksi adanya suatu benjolan berupa fibroid tumor, dan 
menganjurkan agar tumor itu segera dioperasi. Akan tetapi untuk 
memastikan ada tidaknya tumor tersebut harus dilakukan pemeriksaan 
dengan ether. Pasien tidak setuju untuk dioperasi, tetapi setuju untuk 
dilakukan pemeriksaan dengan ether. Pada saat pasien dibawa keruang 
operasi dan dilakukan pembiusan dengan ether dokter sekaligus 
mengangkat tumor tersebut namun setelah operasi timbul gangrene  
(luka bernanah dan membusuk) pada lengan kiri yang menyebabkan 
beberapa jari tangannya harus diamputasi. Dalam kasus ini hakim 
menyatakan telah terjadi pelanggaran hak, dan kemudian terkenal 
dengan ucapan Hakim Benjamin Cordozo tentang-hak-hak seseorang 
terhadap dirinya sendiri. 
4. Kasus Sidaway v. Board of Governors of Bethlem Royal Hospital and 
the Maudsley Hospital ( Inggris, 1985 ) 
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Dalam kasus ini pasien datang ke dokter untuk minta dioperasi vertical 
vertebrae untuk menghilangkan rasa sakitnya. Operasi tersebut 
mempunyai kemungkinan resiko terhadap kerusakan spinal root 
sebesar 2% (dua persen) dan resiko terhadap kerusakan spinal cord 
sebesar 1% (satu persen). Resiko terhadap kerusakan spinal cord 
meskipun lebih kecil kemungkinannya tetapi jika terjadi akibatnya 
lebih serius. Di pengadilan ditemukan fakta bahwa dokter hanya 
menginformasikan kepada pasien tentang resiko terhadap nerve root, 
tetapi tidak menginformasikan resiko terhadap spinal cord dan juga 
tidak diinformasikan bahwa operasi tersebut hanya suatu pilihan saja, 
bukan suatu keharusan. 
5. Kasus Lounsbury v. Capel (Utah, USA, 1992) 
Dalam kasus ini pasien yang menggugat dokter ahli bedah dengan 
alasan tidak ada informed consent darinya  
6. Kasus Newell and newell v. Goldenberg ( Inggris, 1995) 
Kasus mengenai pelaksanaan operasi vasectomy yang dilakukan oleh 
dokter agar istri pasien tidak hamil lagi. Namun ternyata setelah 
vasectomy si istri hamil lagi karena vas deferens dari suaminya telah 
diisi kembali oleh proses alamiah. Dalam hal ini dokter tidak 
menginformasikan bahwa operasi vasectomy bukan jaminan untuk 
tidak hamil, dokter seharusnya memberikan informasi tentang efektif 
tidaknya suatu operasi sehingga pasien dapat memutuskan apakah akan 
melakukan operasi atau tidak. 
7. Kasus Lybert v. Warrington Health Authority ( Inggris, 1996)  
Kasus ini berkenaan dengan seorang pasien yang datang kepada dokter 
untuk melakukan pembedahan caesar. Sebenarnya ketika hamil pasien 
menunggu hysterectomy. Kepada pasien dijelaskan bahwa tidak 
mungkin dilakukan hysterectomy ketika dilakukan operasi Caesar, 
tetapi mungkin dilakukan sterilisasi dan pasien setuju. Namun 15 (lima 
belas ) bulan setelah sterilisasi, ternyata pasien hamil lagi. Dalam 
kasus ini dokter tidak memberikan informasi yang cukup dan dapat 
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dimengerti oleh pasien, meskipun pasien telah menandatangi formulir 
persetujuan, dimana dalam formulir tidak disebutkan bahwa tindakan 
sterilisasi tidak 100% aman untuk kehamilan.  
8. Rontgen Arrest tanggal 14 April 1950 
Seorang gadis berumur 20 (dua puluh) tahun dalam tahun 1930 yang di 
lakukan rontgen behandeling, dengan tujuan untuk menghilangkan 
rambut-rambut tebal pada pipi dan dagunya. Namun kemudian 
mengakibatkan terjadinya kerusakan yang parah pada muka gadis 
tersebut. Dalam kasus ini dokter tidak menginformasikan kepada 
pasien tentang akibat serius dari penyinaran rontgen tersebut. 
9. Putusan Central Medisch Tuchtcollege, (Belanda, tanggal 28 Oktober 
1982) 
Seorang dokter ahli penyakit kulit yang mengobati pasiennya tidak 
memberikan informasi kepada pasien tersebut mengenai kondisi yang 
sebenarnya dari penyakit pasien dan tidak memberikan alternatif-
alternatif terhadap tindakan terapeutik yang dilakukannya.  
Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak 
pasien dalam hubungan dokter dan pasiennya, berkaitan dengan 
persetujuan tindakan medis yang merupakan hak seorang pasien dalam 
transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan persetujuan yang 
didasarkan pada pasal 1313 BW yang dikenal dengan nama 
inspanningverbintenis. Transaksi terapeutik ini dimaksudkan sebagai 
perikatan yang objeknya berupa upaya yang harus dilakukan dengan hati-
hati dan usaha keras (met zorg en inspanning). Oleh karena transaksi 
terapeutik apabila dilihat dari objeknya berupa upaya pemberian 
pertolongan, maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut 
tidak dapat dan tidak boleh dijamin kepastiannya oleh dokter.  Pelaksanaan  
dari upaya medik yang dilakukan dokter tersebut, semata-mata tidak 
bergantung pada kesungguhan dan kecermatan dokter dalam memberikan 
pelayanan medik. Upaya medik yang dilakukan dokter juga memerlukan 
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peran serta pasien untuk dapat bekerja sama dengan baik, yaitu kerjasama 
yang berorientasi pada kepentingan dan kesembuhan  pasien itu sendiri.  
 Sebagaimana diketahui bahwa tahapan dalam suatu pelayanan medik 
itu diawali dengan keputusan pasien atau keluarganya yang memilih dan 
mengunjungi seorang dokter berdasarkan kompetensinya untuk dapat 
mengobati penyakit yang dideritanya. Kunjungan seorang pasien ke 
tempat praktik seorang dokter untuk mendapatkan pengobatan, dapat 
ditafsirkan sebagai pengajuan penawaran (offer,aanbod) kepada dokter 
untuk minta pertolongan guna mengatasi keluhan sakit yang dideritanya. 
Pengajuan penawaran ini kemudian ditanggapi dengan penerimaan 
(acceptance, aanvaarding) dari pihak dokter yang menyatakan 
kesanggupannya untuk mengobati pasien tersebut baik secara tegas 
dinyatakan maupun secara tersirat yaitu dengan langsung memeriksa 
pasien atau melakukan anamnesis
24
. Pengajuan penawaran yang diikuti 
dengan adanya penerimaan ini menimbulkan adanya suatu persetujuan 
(kesepakatan
25
) antara dokter dan pasien. Pada saat penerimaan inilah yang 
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 Anamnesis  adalah suatu tehnik pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan 
(wawancara)  antara dokter dengan  pasien secara langsung atau dengan orang lain yang 
mengetahui tentang kondisi  pasien  untuk mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan 
yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien. Apabila anamnesis dilakukan dengan cermat 
maka informasi yang didapatkan akan sangat berharga bagi penegakan diagnosis, bahkan tidak 
jarang hanya dari anamnesa saja seorang dokter sudah dapat menegakkan diagnosis. Disamping itu 
anamnesis juga untuk membangun hubungan yang baik antara seorang dokter dan pasiennya, 
karena pada  umumnya seorang pasien yang baru pertama kali bertemu dengan dokternya akan 
merasa canggung, tidak nyaman dan takut, sehingga cenderung tertutup. Tugas seorang  dokterlah 
untuk mencairkan hubungan tersebut, pada  pemeriksaan anamnesislah merupakan pintu pembuka 
hubungan dokter dengan pasiennya sehingga dapat mengembangkan keterbukaan dan kerjasama 
dari pasien untuk tahap-tahap pemeriksaan selanjutnya.  
25 Kesepakatan ini sebagaimana diatur dalam  Pasal 39 Undang Undang Nomer 29 tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa praktik kedokteran diselenggarakan  
berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk 
pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit 
maupun  pemulihan kesehatan. Kesepakatan ini  adalah syarat dalam setiap   perjanjian, artinya   
para pihak ( dalam hal ini dokter dan pasien ) sepakat atau setuju mengenai prestasi yang 
diperjanjikan. Kesepakatan juga diartikan sebagai  persesuaian paham  atau  kehendak diantara 
para pihak yang membuat  kesepakatan. Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa kesepakatan ini 
merupakan syarat yang pertama  dari sahnya suatu perjanjian,  yang selanjutnya diikuti dengan 
syarat kecakapan, hal tertentu maupun  sebab yang halal. Oleh karena transaksi terapeutik 
merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu,  maka transaksi terapeutik juga harus 
memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW tersebut.Transaksi terapeutik 
antara dokter dan pasien  ini dimaksudkan untuk  mendapatkan hasil berupa kesembuhan  yang 
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merupakan saat terjadinya transaksi terapeutik, dan adanya transaksi 
terapeutik tersebut menimbulkan perikatan antara dokter dan pasien untuk 
mulai dilakukannya tindakan diagnostik yang dilanjutkan dengan tindakan 
terapeutiknya.   
Tahapan-tahapan dalam transaksi terapeutik ini erat kaitannya dengan 
tolok ukur/standar yang disepakati para pengemban profesi medik dengan 
ciri-ciri yang bersifat khusus untuk tiap-tiap masalah, meskipun 
mengandung unsur yang bersifat universal bagi setiap pelaksana profesi. 
Tolok ukur/standar tersebut bersifat mengikat, sehingga merupakan aturan 
yang harus dipatuhi berdasarkan moral dan etika. Tahapan-tahapan proses 
sebelum tindakan medis tertentu akan dilakukan sebagai salah satu terapi 
yang dipilih, tentunya harus disepakati bersama antara dokter dan pasien. 
Kesepakatan untuk menentukan terapi yang dipilih dokter dan pasien ini, 
merupakan proses dalam upaya pelayanan medik untuk kesembuhan 
pasien.  
Proses dalam suatu pelayanan medis yang terjadi melalui tahapan-
tahapan tersebut, membutuhkan adanya komunikasi yang baik antara 
pasien dan dokter. Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien 
diperlukan, guna mendapatkan informasi yang benar atas kondisi maupun 
keberadaan tubuh pasien. Pemberian informasi yang benar dan jujur oleh  
pasien mengenai  apa yang dirasakan serta dikeluhkannya, akan sangat 
membantu dokter dalam upaya menemukan terapi yang paling tepat untuk 
mengatasinya. Sementara itu dari pihak dokter juga harus memberikan 
informasi yang benar mengenai cara terapi maupun akibat dari terapi, 
                                                                                                                                                               
diharapkan pasien. Namun demikian transaksi  yang terjadi dalam hubungan dokter dan pasien  
tersebut tentunya tidak menjamin atau menjanjikan  kesembuhan pasien karena transaksi 
terapeutik adalah merupakan perikatan usaha/ sebagai perikatan upaya  (inspanning verbintenis). 
Artinya  meskipun dokter tidak bisa menjanjikan/ menjamin kesembuhan pasien namun  dokter 
akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan 
kemampuanya. Di samping itu dengan  adanya transaksi terapeutik ini,  dokter maupun pasien  
diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Hakekat dari   Transaksi  
terapeutik terkait dengan norma yang mengatur perilaku dokter, oleh karena itu bersifat 
menjelaskan, memerinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar 
dapat memberikan perlindungan hukum  bagi dokter maupun pasien.    
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karena dokter berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dimilikinya harus 
secara hati-hati, cermat dan teliti dalam mengupayakan kesembuhan 
pasien. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu  
pelayanan medik membutuhkan adanya  komunikasi yang baik antara 
dokter dan pasien untuk menentukan langkah-langkah terapi yang akan 
dilakukan dokter guna meringankan derita seorang pasien. Namun  pada 
kenyataannya yang terjadi selama ini di Indonesia, komunikasi antara 
dokter dan pasien melalui tahap wawancara ini senantiasa tidak 
dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pihak.
26
 Keadaan  ini tentu 
membuat transaksi terapeutik yang dibuat menjadi tidak dapat 
mengakomodir kepentingan dokter maupun pasien, terlebih bila dokter 
memiliki moral yang kurang baik, maka sangat mudah terjadi hal yang 
tidak diinginkan.   
Komunikasi yang dilakukan dokter dan pasien tentunya harus  
dilakukan dengan cara saling memberi informasi yang benar dan jujur, 
semua informasi yang diperoleh dokter dari seorang pasien itu nantinya 
harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter. Kewajiban menjaga rahasia yang 
timbul dari hubungan antara dokter dan pasien ini merupakan konsekuensi 
dari adanya hubungan fiduciary antara dokter dan pasien, disamping itu  
juga sebagai hak seorang pasien, yang akan  menimbulkan duty of loyality  
dari dokter terhadap pasiennya. Sebab jika dokter tanpa alasan yang sah 
membuka rahasia pasiennya, maka tindakan dokter tersebut secara hukum 
dapat digolongkan dalam perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana kita 
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 Menurut MKDKI 80 %  dari 135 kasus yang diadukan disebabkan karena komunikasi 
yang tidak baik antara dokter dan pasien , sedangkan alasan- alasan tidak maksimalnya wawancara 
antara dokter dan pasien disebabkan karena : dari pihak dokter  karena kesibukan dan rutinitas 
pekerjaan dokter banyak menyita waktu, sehingga dokter kurang mempunyai waktu untuk 
memberikan seluruh informasi, banyaknya pasien yang dihadapi dokter setiap hari mungkin dapat 
menyebabkan dokter mengalami kebosanan atau kejenuhan dalam memberikan informasi yang 
berlebihan, keadaan pasien yang sakit baik fisik maupun psikhis menimbulkan kesulitan pula bagi 
dokter, karena bila pasien terlalu banyak mendapatkan informasi pasien akan menjadi takut atau 
bahkan shock sehingga dapat memperburuk proses penyembuhan, bahkan ketakutan , sedangkan 
pemberian informasi terlalu sedikit dapat menyebabkan salah penafsiran. Detik health, 80 persen 
dokter yang diadukan ke MKDKI karena salah komunikasi, selasa, 28 juni 2011 diakses pada 
15.34 wib   
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ketahui bahwa tubuh dan jiwa pasien merupakan milik pribadi pasien itu 
sendiri sehingga segala informasi mengenai tubuh dan jiwanya menjadi 
milik pribadinya, sehingga siapapun tidak boleh memilikinya tanpa seijin 
pasien tersebut. Oleh karena itu bila seorang dokter akan melakukan suatu 
perbuatan atas tubuh seorang pasien, maka harus mendapat persetujuan 
dari pasien tersebut sebab tanpa adanya persetujuan pasien, dokter dapat 
dikatakan telah melanggar etika maupun  melanggar hukum. 
Persetujuan pasien atau keluarganya dapat diberikan kepada dokter 
setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan 
kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Persetujuan tindakan 
kedokteran (informed consent)
27
 yang diberikan oleh pasien ini penting, 
terlebih dengan adanya perkembangan hubungan dokter dan pasien yang 
semula bersifat paternalisme berkembang kearah hubungan kontraktual  
yang lebih bersifat  konsumerisme.
28
 
Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) secara hukum 
bagi seorang dokter, merupakan sarana perlindungan untuk 
menghindarkan diri dari jeratan sanksi pidana. Sebab tanpa adanya 
persetujuan dari pasien, menyebabkan  tindakan pembedahan yang 
dilakukan dokter setara dengan tindakan penganiayaan (Pasal 351 
KUHPidana), sedangkan tindakan pembiusan oleh dokter anestesi setara 
dengan tindakan yang membuat seseorang dalam keadaan tidak sadarkan 
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 Definisi informed consent atau persetujuan tindakan medik dapat ditemukan dalam 
Pasal 1 huruf  a  Peraturan Menteri Kesehatan ( Permenkes ) Nomor 290 Tahun 2008 yaitu bahwa 
persetujuan tindakan kedokteran  adalah  persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 
terdekat  setelah mendapat  penjelasan  secara lengkap mengenai tindakan kedokteran  atau 
kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.  
28
 Sifat konsumeristik dari hubungan dokter dan pasien ini muncul ketika dokter punya 
kemampuan tehnikal superiornya,  dan pasien punya hak otonom  yang kemudian dikaitkan 
dengan meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan, berubahnya pola penyakit maupun 
kemanjuan dibidang tehnologi medik. Khusus untuk mencegah dan perkembangan dan 
pertumbuhan penyakit,  dokter dibantu dengan mesin/alat canggih, khususnya dalam proses untuk 
menemukan penyakit serta dalam mendeteksi sedini mungkin pencegahan / penyebaran / 
perkembangan penyakit. Digunakannya  mesin / alat canggih tersebut membawa konsekuensi 
dokter harus belajar dan mengikuti pelatihan (dalam mengoperasionalkannya), disamping itu untuk 
memperoleh dan mendapatkan mesin / alat tersebut tentunya juga membutuhkan biaya yang besar, 




diri, tindakan tersebut berarti dokter dikatakan telah melakukan kekerasan 
(Pasal 89 KUHPidana). Sementara itu apabila dilihat dari sudut hukum 
perdata maka tindakan dokter tersebut setara dengan perbuatan melawan 
hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. 
Jadi dari sudut pandang pasien persetujuan tindakan kedokteran (informed 
consent) merupakan salah satu aspek dari hak pasien untuk mendapatkan 
informasi yang cukup, sementara jika dilihat dari sudut pandang dokter 
persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) merupakan salah satu 
aspek kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang cukup kepada 
pasiennya
29
. Langkah selanjutnya bahwa semua informasi yang diperoleh 
dokter dari pasiennya wajib dicatat dan didokumentasikan  serta  menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan kedokteran yang di lakukan 
seorang dokter. Catatan dan dokumentasi ini disebut sebagai rekam 
medis,
30
 yang dibuat segera setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.  
Ketiga hak utama dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien 
yaitu hak persetujuan tindakan kedokteran (informed consent), hak atas 
rahasia kedokteran (medical secrecy) dan hak rekam medis (medical 
                                                          
29 Lihat Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang - Undang  Nomer 29 Tahun 2004  tentang  Praktik 
Kedokteran yang menyebutkan sebagai berikut : 1. Setiap tindakan kedokteran atau  kedokteran 
gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan 
persetujuan. 2. Persetujuan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat 1 diberikan setelah pasien 
mendapatkan penjelasan secara lengkap. Penjelasan yang harus diberikan dokter atau dokter gigi 
kepada pasien atau keluarganya menurut Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomer 29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran tersebut minimal menyangkut: 1. Diagnosa dan tata cara tindakan  
medis, 2. Tujuan dari tindakan medis yang dilakukan, 3. Alternatif  tindakan lain dan resikonya, 4. 
Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi , 5.Prognosis terhadap tindakan yang mungkin 
dilakukan.  Selanjutnya  Undang Undang Praktik Kedokteran juga  mengharuskan adanya 
persetujuan tertulis untuk kasus-kasus yang berisiko tinggi dan ditandatangani oleh orang yang 
berhak memberikan persetujuan. Namun mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang 
berhak tersebut sampai saat ini belum ada ketentuannya karena belum ada Peraturan Pemerintah 
yang mengaturnya  sehingga dalam praktik  yang terjadi selama ini yang menandatangani 
persetujuan tindakan medis apabila pasien  tidak mampu melakukannya adalah orang tua, suami 
ataupun istri, keluarga atau siapa saja yang mendampingi pasien dalam pelayanan medis. 
30 Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 
yang isinya  menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik 
kedokteran wajib membuat rekam  medis. Pembuatan rekam medis ini dilaksanakan melalui 
pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, pelayanan serta tindakan lain 
yang telah diberikan kepada pasien. Pencatatan tersebut harus dibubuhi  nama, waktu, tanda 




record) diakui eksistensinya dalam Undang-undang Praktik Kedokteran. 
Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tersebut diperkuat dengan 
adanya perumusan tentang kewajiban dokter dalam menjalankan praktik 
kedokterannya.
31
 Lebih lanjut berkaitan dengan informed consent, secara 
prinsip merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien sehubungan 
dengan tindakan medis yang akan dilakukan seorang dokter setelah pasien 
mendapat penjelasan yang cukup. Hak atas persetujuan tindakan 
kedokteran (informed consent) ini muncul sebagai perwujudan dari hak 
otonomi dan kebebasan seorang pasien (sebagai wujud perlindungan 
pasien). Oleh karena itu persetujuan tindakan medik (informed consent) 
semata–mata bukan merupakan sebuah persetujuan yang berbentuk tanda 
tangan pasien di atas selembar kertas sebagaimana pemahaman selama ini 
(karena hanya pasien saja yang menanda tangani kertas persetujuan 
tersebut), melainkan hal itu lebih pada sebuah proses perbuatan timbal 
balik antara pasien dan dokter untuk menentukan tindakan pengobatan 
yang terbaik. Di samping itu adanya persetujuan tindakan kedokteran  
(informed consent)  juga bukan merupakan tameng bagi dokter, dalam arti 
bahwa persetujuan tindakan kedokteran tersebut dapat membebaskan 
dokter untuk bertanggungjawab terhadap tindakan yang sudah 
dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan suatu 
persetujuan tindakan medik (informed consent) secara tertulis perlu 
memperhatikan struktur dalam pembuatan kontrak pada umumnya. Hal 
tersebut sebagaimana pendapat Hikmahanto Juwono yang menyatakan 
bahwa substansi yang ada dalam blangko persetujuan tindakan medis 
(informed consent) terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian 
penutup.
32
 Selama ini formulir persetujuan tindakan kedokteran (informed 
consent) yang ada seringkali tidak menjelaskan mengenai upaya tindakan 
medik ataupun tujuan mengapa dilakukan tindakan medik tersebut. Hal itu 
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tentunya akan menyebabkan  substansi yang terkandung dalam formulir 
persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) seringkali tidak 
memenuhi prinsip persetujuan pada umumnya. Implikasinya bila terjadi 
resiko medis dalam suatu tindakan medis, formulir tersebut tidak dapat 
menjadi alat bukti yang valid. Hal itu disebabkan karena isi persetujuan 
tindakan kedokteran tersebut belum mewakili kebutuhan para pihak, 
akibatnya tentu akan merugikan pihak pasien maupun dokter. Berdasarkan 
hal itu maka perlu ada pedoman mengenai substansi dari formulir 
persetujuan tindakan kedokteran (informed consent), sehingga keberadaan 
formulir persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) bukan hanya 
sekedar sebagai formalitas saja, bahwa telah dibuat atau ada persetujuan 
tindakan kedokteran (informed consent). 
Kemudian berkaitan dengan rekam medis, dimana undang-undang 
mewajibkan dokter  untuk membuat rekam medis atas semua keadaan 
yang berhubungan dengan pengobatan yang dilakukan seorang dokter 
terhadap  kondisi kesehatan seorang pasien. Masalah yang sering timbul 
berkenaan dengan rekam medis adalah dalam hal kepemilikkan dokumen 
tersebut. Seorang pasien beranggapan  bahwa  karena rekam medis  berisi 
mengenai informasi tentang kesehatan dirinya, tentunya rekam medis 
tersebut merupakan milik pasien. Sementara itu bagi pihak dokter dan 
rumah sakit beranggapan bahwa rekam medis adalah milik dokter atau 
rumah sakit tersebut, hal itu disebabkan karena dokter yang membuat 
rekam medis itu, dan rekam medis tentunya  bersifat rahasia sehingga tidak 
boleh dibaca / diketahui oleh pihak luar selain dokter yang merawat. 
Perselisihan mengenai hak kepemilikan atas rekam medis ini tentu dapat 
menimbulkan konflik yang berkepanjangan, oleh karena itu perlu ada 
suatu pedoman yang tegas yang berkaitan dengan batasan hak atas 
kepemilikan isi rekam medis.  
 Sebagaimana layaknya sebuah negara berkembang, peningkatan 
kesadaran akan hak-hak pasien di Indonesia, baru menjangkau lapisan 
masyarakat tertentu. Masih banyak masyarakat belum menyadari akan 
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hak-haknya sebagai seorang pasien, hal itu terutama dapat dijumpai pada 
kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Banyak 
masyarakat golongan ekonomi kelas menengah ke bawah yang masih 
bersikap pasif dalam menerima pelayanan kedokteran, karena disebabkan 
tidak adanya daya tawar. Keadaan demikian tentunya dapat dimanfaatkan 
oleh sebagian dokter, yang hanya memikirkan kepentingan maupun 
keuntungan secara sepihak.  
Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum bagi pasien 
dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran sangat diperlukan sekali. 
Sebab dengan adanya perlindungan hukum maka hak dan kewajiban para 
pihak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana di ketahui 
bahwa hukum diperlukan sebagai sarana untuk menyeimbangan 
kepentingan para pihak, seperti yang dinyatakan Aristoteles bahwa hukum 
berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan karena “law can 
be determined only in relation to the just”33, bahwa hukum tidak hanya 
terbatas pada masalah adil tetapi jauh lebih besar yakni memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum.  
Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
menciptakan ketertiban dan keadilan. LJ van Apeldoorn yang dikutip oleh 
Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, untuk mempertahankan 
ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-
kepentingan yang ada dalam masyarakat. Di bidang kesehatan kepastian 
hukum terhadap hubungan dokter dan pasien dalam sebuah transaksi 
terapeutik akan memberikan kepastian dalam pelaksanaan suatu pelayanan 
medis, sehingga tidak berlebihan apabila dalam hubungan dokter dan 
pasien, para pihak dituntut untuk memahami dan mengerti akan hak 
maupun kewajibannya masing – masing. Salah satu penunjang 
keberhasilan pembangunan sistem kesehatan adalah pelayanan kesehatan 
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yang bisa mengakomodir hak dan kewajiban dokter maupun pasien secara 
proposional, sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang selaras. Hal itu 
bisa terlaksana bila antara dokter maupun pasien merupakan mitra yang 
saling tergantung untuk wujud tujuan dari hubungan. Hubungan kemitraan 
yang dimaksudkan di sini adalah adanya upaya bersama antara dokter dan 
pasien dalam penyembuhan penyakit. Sebab dalam kondisi sakit, baik 
berat maupun ringan, baik sakit fisik maupun mental, seorang pasien pasti 
membutuhkan dokter. Di sisi lain, seorang pasien yang membutuhkan 
pertolongan jangan sampai malah diperlakukan tidak sebagaimana 
mestinya oleh dokter yang tujuan utamanya hanya mencari uang tanpa 
memperhatikan kondisi pasien. Oleh karena itu, budaya saling menghargai 
dan menghormati kedudukan masing-masing pihak harus dikembangkan 
untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pasien dengan dokter. 
Adapun prinsip kemitraan yang diperlukan dalam hubungan dokter dan 
pasien adalah :
34
 a. adanya kesamaan perhatian (common interest) atau 
kepentingan; b. saling mempercayai dan menghormati; c. mempunyai 
tujuan yang jelas dan terukur; d. kesediaan untuk berkorban, baik waktu, 
tenaga, maupun sumber daya yang lain.  
Hubungan dokter dan pasien berdasarkan hubungan kemitraan ini 
perlu dikembangkan untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang 
ideal bagi para pihak melalui transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik 
berdasarkan kemitraan adalah transaksi terapeutik yang dilakukan dengan 
didasarkan pada adanya persamaan (equality) kedudukan, ada keterbukaan 
(transparency) serta saling menguntungkan (mutual benefit) diantara para 
pihak. Pelaksaan transaksi terapeutik yang didasarkan pada prinsip 
kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan 
hukum, yang kemudian dituangkan melalui regulasi peraturan 
perundangan supaya pelaksanaannya dapat dipaksakan pada para pihak. 
Perlindungan hukum yang berkaitan dalam penulisan ini tentunya dimulai 
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dari saat terjadinya transaksi terapeutik sampai dengan kesembuhan 
ataupun tidak sembuhnya seorang pasien. Perlindungan hukum idealnya 
dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjamin harkat dan 
martabat manusia. Perlindungan hukum itu di bangun di atas pondasi idea 
hukum, Thomas Aquinas mengungkapkan pentingnya pendasaran hukum 
pada nilai-nilai. Hukum harus memiliki pondasi etik, dan pondasi etik itu 
bertolak dari kodrat manusia. Pemberlakuan hukum akan memunculkan 
suatu pengaruh yaitu menjadikan seorang manusia yang baik serta  
memberi arah tindakan manusia, khususnya yang berkaitan dengan  nilai 
kemanusiaan yang dapat memberi jaminan bagi martabat manusia itu 
sendiri.  
 Keberadaan hukum ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat, 
hukum diharapkan mampu menjalankan fungsinya. Fungsi hukum adalah 
sebagai sarana kontrol sosial, sarana enginering, sarana emansipasi 
masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-
perubahan atau sebagai pendistribusian keadilan. Dalam praktek 
bekerjanya hukum dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat 
dalam sistem hukum itu sediri, yaitu meliputi substansi, struktur, maupun 
kurtur atau budayanya. Komponen  substansi yaitu norma-norma hukum 
baik yang berupa peraturan, keputusan, doktrin yang digunakan dalam 
proses yang bersangkutan, komponen struktur yang  mencakup berbagai 
institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya 
dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, serta komponen 
kultural atau budaya, merupakan sikap dari masyarakat yang akan 
menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan.  
Perlindungan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dan 
pasien yang didasarkan pada prinsip  kemitraan perlu lebih dikembangkan 
di Indonesia, karena sebagaimana kita ketahui selama ini, bahwa hubungan 
dokter dan pasien di Indonesia selama ini belum mencerminkan hubungan 
sebagai mitra yang akrab (ditandai dengan munculnya kasus-kasus 
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sebagaimana sudah diuraikan di atas), dalam arti hubungan yang saling 
memberi dan menerima serta saling memperhatikan kepentingan masing-
masing pihak sebagaimana dalam suatu hubungan yang ideal. Apabila hal 
tersebut dapat terwujud tentunya perlindungan dan keadilan sebagaimana 
tujuan yang diharapkan dari pembentukan perundang-undangan di bidang 
kesehatan dapat terwujud. Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan ini 
mengambil judul: Penguatan Model Transaksi Terapeutik 
Berdasarkan Prinsip Kemitraan Yang Berkeadilan Sebagai Upaya 
Perlindungan Pasien.  
B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan di atas, maka di 
Indonesia perlu dikembangkan prinsip kemitraan dalam transaksi 
terapeutik yang dapat memberi perlindungan kepada pasien. Prinsip 
kemitraan dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien diharapkan 
dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan  
pelayanan kesehatan yang adil. Oleh karena itu, tema sentral yang akan 
diangkat dalam penulisan disertasi ini adalah Penguatan Model 
Transaksi Terapeutik Berdasarkan Prinsip Kemitraan Yang 
Berkeadilan Sebagai Upaya Perlindungan  Pasien, ada beberapa 
perumusan masalah  hendak dibahas  berkaitan dengan tema utama 
disertasi ini yaitu :  
1. Apa yang menyebabkan transaksi terapeutik belum dapat memberikan 
perlindungan dan keadilan bagi pasien ? 
2. Bagaimanakah penguatan model transaksi terapeutik berdasarkan 
prinsip kemitraan   yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan pasien 
? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk : 
1. Mencari dan menganalisis faktor- faktor yang menyebabkan transaksi 
terapeutik dalam penyelenggaraan praktik kedokteran belum dapat 
memberikan perlindungan dan keadilan  bagi pasien.  
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2. Merancang  penguatan model transaksi terapeutik berdasarkan prinsip 
kemitraan yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum bagi 
pasien, serta menemukan langkah – langkah yang tepat guna 
mengembangkan perlindungan hukum bagi pasien, dengan berbekal 
pada teori para ahli, budaya masyarakat maupun data empiris yang ada, 
sehingga tercipta perlindungan hukum yang nyata bagi pasien dalam 
kehidupan sehari-hari. Usaha tersebut diharapkan untuk dapat 
mewujudkan suatu perlindungan hukum secara nyata bagi seorang 
pasien, sehingga tidak hanya terjebak pada pembuatan atau 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan saja, melainkan justru 
mampu menumbuh kembangkan prinsip kemitraan dalam hubungan 
dokter dan pasien, yang  dapat menjadi bagian dari perilaku dalam 
hubungan tersebut.  
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian 
Kegunaan/manfaat dari penelitian ini dapat memiliki nilai guna / 
manfaat untuk : 
1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna 
dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum dan pembangunan ilmu 
hukum secara interdisiplin, terutama yang berkaitan dengan masalah 
transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, sehingga studi hukum 
tidak hanya dipahami dari sudut legalitas formal tetapi perlu dipahami 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan/ rekomendasi 
secara riil bagi pasien maupun dokter berkaitan dengan transaksi 
terapeutik dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang didasarkan 
pada prinsip kemitraan yang berkeadilan. Juga masukan bagi pembuat 
kebijakan hukum kesehatan/dan kedokteran dalam rangka pembuatan 
kebijakan yang terkait dengan transaksi terapeutik dengan prinsip 
kemitraan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, sehingga 
perlindungan hukum  dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. 
